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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Strategi Keamanan Maritim di Middle East and North
Africa dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus Mekanisme Kerja Sama Kelembagaan
African Union dan Furopean Union melalui “Joint Africa-EU Strategy” untuk mengatasi
Pembajakan Kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika Timur khususnya di Perairan Horn
of Africa dan Gulf of Aden Periode 2008-2023. Penelitian ini penting untuk diteliti sebab
permasalahan pembajakan kapal oleh perompak Somalia termasuk fenomena keamanan non-
tradisional yang harus segera diatasi dan berdampak langsung terhambatnya jalur perdagangan dan
pelayaran, keamanan manusia, serta perekonomian global. Penelitian ini menggunakan Teori
Kelembagaan Baru sebagai Umbrella Theory. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian
Kualitatif dengan desain penelitian berlandaskan pada pendekatan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dengan adanya kerja sama kelembagaan JAES di bidang perdamaian dan
keamanan dapat mengatasi pembajakan kapal secara efisien dengan dibuktikan terjadinya
penurunan aktivitas pembajakan kapal di perairan Horn of Africa dan Gulf of Aden

Kata kunci: AU dan EU, Pembajakan Kapal, Kerja Sama, Perairan Afrika Timur, Keamanan Maritim

ABSTRACT

This research aims to analyze Maritime Security Strategies in the Middle East and North Africa using a Case
Study of the Mechanism of Institutional Cooperation between the African Union and the European Union throungh
the “Joint Africa-EU Strategy” in addressing Ship Piracy by Somali Pirates in the Waters of East Africa,
specifically in the Horn of Africa and Guif of Aden period 2008-2023. This research is significant for examination
due to the issue of ship piracy by Somali Pirates being a non-traditional security phenomenon that needs immediate
attention, directly impacting trade routes and navigation, human security, and the global economy. The study employs
New Institutional Theory as an Umbrella Theory. It utilizes Qualitative Research Method with a research design
based on a case study approach. The findings indicate that institutional cooperation within JAES in peace and
security can efficiently tackle ship piracy, evidenced by the decrease in piracy activities in the waters of the Horn of
Africa and Gulf of Aden.
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PENDAHULUAN

Permasalahan pembajakan merupakan tantangan bagi politik internasional, sebab pembajakan
merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di beberapa negara atau berdampak bagi negara atau
aktor non negara seperti perusahaan kapal internasional (Bueger, Edmunds, McCabe, 2020: 230-
237). Sejak 1980-an, pembajakan telah muncul sebagai masalah internasional yang menimbulkan
kekhawatiran negara-negara, pemilik kapal, dan perusahaan transportasi kapal (Berlusconi, 2012:
3). Pada tahun 2009, International Maritime Organization yang berada di London menerima laporan
pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal sebanyak 406 laporan, berdasarkan laporan
tersebut terjadi peningkatan 106 atau 24,6 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2008 (Laila,
2021: 109). Selain itu, laporan dari IMB melakukan pelacakan serangan pembajakan, melaporkan
bahwa di seluruh dunia terdapat hampir 3.000 upaya serangan pembajakan di laut selama periode
tahun 2000-2009 (Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual report —
2009, 2010: 2). Pada kuartal pertama 2011, terdapat 97 percobaan serangan (Nelson., Goossens,
2011). Hingga akhirnya sekitaran tahun 2000-an fenomena pembajakan kapal mulai bergejolak
(Cordner, 2011: 71-71). Terhitung sejak 2005-2009 telah terjadi 449 percobaan atau insiden
perompakan yang berhasil terjadi dilakukan oleh perompak Somalia dengan melintasi seluruh
Perairan Arab, Samudera Hindia, sepanjang Teluk Aden, Laut Merah, dan Pantai Oman (Rudloff
dan Weber, 2011: 34). Dengan perkembangan lebih lanjut, para perompak melakukan
pengembangan taktik baru yang memungkinkan para perompak untuk meningkatkan jangkauan
operasional mereka (Hamza & Priotti, 2020: 141-158). Serangan pembajakan bersenjata terhadap
kapal-kapal melalui rute lalu lintas pelayaran global berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi
sektor ekonomi terutama peningkatan serangan di sekitar jalur perdagangan kawasan Afrika
(Felbab-Brown, 2014: 6-8), seperti Pantai Tanduk Afrika, Teluk Aden, Pantai Timur Afrika, Teluk
Guinea, dan Pantai Barat Afrika yang langsung berdampak pada logistik maritim, rantai pasokan,
arus perdagangan serta mengancam kapal-kapal di seluruh dunia saat melewati rute tersebut
(Nwokedi et al., 2022: 133-143).

Lebih lanjut, kapal-kapal berkebangsaan Uni Eropa mengalami pembajakan oleh perompak
Somalia yaitu terdapat saru kapal berkebangsaan Ukraina mengalami pembajakan di bulan Mei 2010
yang dilakukan oleh perompak bersenjata menggunakan peluncur granat dan menahan sekitar 25
kapal serta menyandera setidaknya 587 awak kapal milik Jerman (BBC News Indonesia, 2010).
Selain itu, pada bulan Desember 2023, sebuah kapal komersial berbendera Malta bernama Ruen,
dibajak oleh perompak di lepas pantai Somalia, sehingga membuat pasukan anti pembajakan
Somalia di Uni Eropa menerima peringatan mengenai “dugaan kapal yang dibajak oleh perompak”
dan mengirim kapal angkatan laut Spanyol, Victoria, ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan lebih
banyak informasi dan mengevaluasi tindakan lebih lanjut, bahwa kapal tersebut dikelola oleh
Navigation Maritime Bulgaria, dan awak kapal bernegara Angola, Bulgaria, dan Myanmar (Saul,
2023).

Selanjutnya, tidak hanya biaya kerugian terhadap kapal yang ditimbulkan dari aksi pembajakan
(Shortland, 2011: 2-3), tetapi juga berdampak bagi biaya kemanusiaan, dampak fisik, dan psikologis
para korban serangan (Anyanova, 2007: 25), diperkirakan dari tahun 1995 hingga 2006 sekitar 510
orang dibunuh, 3.300 pelaut disandera (Spearin, 2014: 98-101), lebih dari 120 orang diculik, hampir
500 orang mengalami luka parah dan ratusan lainnya diancam dengan senjata tajam di wilayah
Somalia dan Teluk Aden dengan menyumbang 70 persen serangan dari total dunia di tahun 2007
dan 80 persen di tahun 2008 (The Hague Centre for Strategic Studies, 2008: 5). Lebih lanjut,
fenomena pembajakan menimbulkan biaya ekonomi, pada tahun 2008, sebanyak 30 juta dolar uang
tebusan digunakan untuk membebaskan kapal beserta awak kapal yang ditangkap oleh perompak
Somalia (Scheffler, 2010: 6). Peningkatan serangan bajak laut pada tahun 2008 mengakibatkan
hilangnya kesejahteraan lebih dari $1.5 billion dengan pendapatan bajak laut sebesar $120 million
(Besley, Fetzer, Mueller, 2012: 3). Dengan demikian, semakin maraknya tindakan pembajakan
kapal, tercatat ekonomi global mengalami kerugian sekitar US$24,5 miliar per tahun untuk
pembayaran uang tebusan, biaya asuransi, dan operasi militer (Ahmad, 2020: 62). Sementara itu.
kerugian yang berdampak pada sektor perikanan, ketahanan pangan, dan pariwisata serta biaya
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pengiriman meningkat sebesar 8 hingga 12 persen (Martens, 2017: 9-12), dikarenakan menggunakan
rute yang lebih panjang untuk menghindari serangan perompak, apabila diakumulasikan kerugian
keseluruhan sebenarnya dapat diperkirakan sekitar US$630 juta per tahun (Pichon & Pietsch, 2019:
10). Pembajakan di lepas pantai Somalia mencapai puncaknya pada tahun 2011, dengan total 736
pelaut disandera di 32 kapal, kasus tersebut hanya bisa distabilkan oleh intervensi militer
internasional yang terkonsentrasi di teritorial perairan Somalia (International Crisis Group, 2012).
Selain itu, ketidakstabilan politik atau kegagalan negara masih menjadi kondisi menguntungkan bagi
pembajakan (Lucas, 2013: 56). Situasi ini juga diindikasi oleh Pemerintah Somalia dengan
munculnya eskalasi konflik antar kelompok etnis di tahun 1998 hingga 2008 (Hartati, 2011: 24).
Dengan kondisi politik Somalia tersebut, menyebabkan ekonomi nasional semakin buruk, akhirnya
mendorong perubahan dalam pekerjaan warga Somalia yang semua sebagai pemancing beralih
sebagai pembajak kapal dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan dengan tinggi (Adaye &
Nnwobunwene, 2011: 569). Para pembajak kapal Somalia berhasil menghasilkan uang tebusan rata-
rata $5 juta dan sebanyak $9.5 juta meningkatkan finansial masyarakat Somalia (Nelson &
Goossens, 2011). Lebih lanjut, wilayah dengan berlangsungnya konflik sipil adalah negara-negara
di antara Horn of Africa (Kraska, 2011: 20). Konflik sipil di Somalia ini sebagai hasil dari
permasalahan sosial dan politik yang tidak berujung pada perbaikan (Sauvageot, 2009: 3-4).
Ditambah dengan faktor kemiskinan, berada di jalur perdagangan dan lalu lintas pelayaran serta
tidak adanya kekuatan untuk mengontrol perairan menyebabkan pembajakan di Somalia semakin
tersebar dengan luas (Johnson, 2014: 4). Selain itu, masalah kekeringan dan banjir secara besar-
besaran meningkatkan kerentanan warga Somalia (Chalk, 2009: 5). Sepanjang tahun 2011, untuk
pertama kalinya dalam dua dekade, PBB mengumumkan kelaparan di beberapa wilayah Somalia
Selatan hingga Tengah dengan menewaskan tak terhitung banyaknya orang dan memaksa puluhan
ribuan orang mengungsi ke negara tetangga (Besley, Fetzer, Mueller, 2012: 2-4). Pada awal 2012,
lebih dari 2 juta warga Somalia diperkirakan masih membutuhkan bantuan pangan (Alexandre,
2022: 43). Beberapa daerah di Somalia akses akan kebutuhan dasar penduduk, seperti perawatan
kesehatan, air, sanitasi, dan pendidikan juga hampir tidak bisa dipenuhi (Hadju, 2021: 15). Selain
itu, konflik meningkat antara Transisi Pemerintah Federal dengan Kelompok Islam Militan Al
Shabaab, kemudian menjadi target intervensi militer dari Kenya dan Ethiopia (Ehrhart & Petretto,
2012: 5).
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Gambar 2. 1 : Lokasi Penelitian (Google Maps, 2023)
https://www.google.com/maps/@2.2655324,23.5914664,3z?entry=ttu
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Gambar 2. 2: Lokasi Penelitian-Horn of Africa (Google Maps, 2023)
https://www.google.com/maps/@7.9594234,31.5881093,5z?entry=ttu
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Gambar 2. 3: Lokasi Penelitian-Gulf of Aden (Google Maps, 2023)
https://www.google.com/maps/@12.7807534,44.589281,7z?entry=ttu

Sebagaimana terlihat pada maps diatas, alasan kenapa dua lokasi penelitian tersebut menjadi
objek lokasi yang peneliti kaji adalah: Pertama, Horn of Africa yang juga dikenal sebagai
Semenanjung Somalia adalah sebuah semenanjung luas di Afrika Timur yang terletak di bagian
paling timur daratan Afrika dan sebagai semenanjung terbesar keempat di dunia. Terdiri dari
Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti mencakup juga Kenya, Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, dan
Tanzania. Wilayah ini terletak di sepanjang batas selatan Red Sea dan terbentang ratusan kilometer
hingga ke Selat Guardafui, Gulf of Aden, dan Samudera Hindia serta berbagai perbatasan laut
dengan Semanjung Arab di Asia Barat. Horn of Africa memiliki luas wilayah sekitar 1.883 million
km. Pembajak Somalia di Horn of Africa berbeda tindakannya dengan pembajak di Selat Malaka
yang lebih berfokus pada kapal-kapal besar dalam melakukan pelayaran internasional. Kelompok
besar atau komunitas pembajak Somalia yang terkenal paling kuat dan canggih adalah Marinir
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Somalia sebuah faksi militer terorganisir sebagaimana mencerminkan Angkatan laut sungguhan
(Globalsecurity.org). Lebih lanjut, terdapat lima kategori kapal yang beraktivitas pada jalur maritim
dunia yakni kapal tanker, kapal kontainer, ferry boats, bulk carriers, kapal cruise, serta special ships
diantaranya ice breakers, research vessels, dan tugs (Sullivan, 2010: 234). Lebih lanjut, dari jenis
kapal tersebut yang paling rentan terkena pembajakan adalah bulk carriers dan tankers. Bulk carriers
mengangkut bahan baku padat seperti batu bara dan bijih besi, sedangkan kapal tanker mengangkut
bahan baku cair seperti produk minyak bumi yang menyumbang 32 persen bahan kimia dan minyak
mentah. Di tahun 2009, sebanyak 68 bulk carriers mengalami serangan di Tanduk Afrika, dan 58
kapal tanker mendapat serangan oleh pembajak Somalia di Tanduk Afrika (Sullivan, 2010: 234).
Perhatikan gambar berikut ini:

Tahle 1 Bulk carmmers and tankers attacked m Hom of Africa (2005-2009).

Ship Tvpe 2005 % Total 2006 %% Total 2007 %% Total 2008 % Total 2009 % Total
Bulk Carner 81 29% 57 24% 32 12% 48 16% 109 IT%
Tanker 0 25% 48 20% 43 2% 91 3% 116 21P%
Total 276 139 263 93 406

1CC International Mantime Burean (20010) Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2009

Gambar 2. 4 ICC International Maritime Bureau, “Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual
Report”. 2009

Tahle 2 Mumber of people affected by piracy in Hom of Africa compared to world.

Hom of Africa Global total % Global total
Hostage H6T 1,052 2%
Threatened 1] 14 0%
Assault ] 4 0%
Injured 10 it 15%
Killed 4 ¥ 50%
Missing 1 # 13%
Kidnapped 1] 12 0%
Total HE2 1,166 T6%

ICC International Maritime Bureau (2010) Piracy and Ammed Robbery Against Ships Annual Report 2009

Gambar 2. 5 ICC International Maritime Bureau, “Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual
Report”. 2009

Pada awal tahun 2009, PRC melaporkan dengan total 217 serangan bajak laut terjadi di sekitar
Perairan Horn of Africa termasuk diantaranya Samudera Hindia, Laut Merah, dan Teluk Aden (ICC
IMB, 2009: 1-15). Di tahun 2011, PRC juga melaporkan terjadi 125 insiden di Perairan Horn of
Africa (ICC IMB, 2011: 1-10). Sedangkan di wilayah Teluk Aden di tahun yang sama telah
menunjukkan penurunan karena adanya upaya terkoordinasi dari pasukan maritim internasional
(Hecker, 2012: 71). Bahwasanya memang benar serangan bajak laut Somalia berdampak serius bagi
jalur pelayaran dunia sebab sekitar 20.000 kapal dan 12 persen dari pengiriman minyak dunia
melintas setiap tahun di perairan Afrika (Petretto, 2011: 10-17). Pada tahun 2010, the U.S. Energy
and Information Administration mengemukakan bahwa jalur pelayaran yang melewati Terusan Suez
dan Pantai Afrika Timur sebagai jalur perdagangan maritim terpenting kedua di dunia dan



158 Azila Zahira.

perdagangan maritim terpenting kedua di dunia (United States Energy Information Administration,
2011).

Kedua, Gulf of Aden terletak di Samudera Hindia dan terletak antara Yaman (terlihat di atas
teluk) yakni berada pada Semenanjung Arab di pantai Selatan hingga perairan Somalia (terlihat di
bawah teluk pada Maps) di Afrika. Gulf of Aden memiliki panjang sekitar 900 km dan lebar 500 km
dikenal sebagai jalur perairan penting untuk mengangkut minyak Teluk Persia bersamaan dengan
Red Sea yang terhubung di barat laut membentuk jalur transportasi minyak antara Eropa dan Far
East. Gulf of Aden membentang dari arah barat-timur dan Red Sea yang digunakan untuk
penangkapan ikan, perdagangan, dan jalur transportasi. Terletak di jalur perdagangan Laut
Mediterania-Samudera Hindia, Teluk ini merupakan jalur perairan strategis yang dilalui oleh
Portugal, Turki, dan Inggris pada abad ke-16 (European Space Agency, 2006). Karakteristik
pembajak di Teluk Aden hingga ke Samudera Hindia tidak hanya terpusat di satu pelabuhan tertentu,
melainkan tersebar luas di lautan lepas Teluk Aden dan Samudera Hindia. Dalam hal ini, apabila
menggunakan teori pilihan rasional bahwa pelaku pembajak akan berusaha mencari tujuan mereka
dengan cara yang paling sederhana dan paling tidak berisiko (Townsley dan Oliveira, 2012, 217-
229). Akan tetapi, dengan dilancarkannya operasi militer di perairan Somalia, para pembajak
berusaha menargetkan serangan di lepas laut bahwa diperkirakan sejak tahun 2011, para pembajak
melakukan serangan dengan mengelilingi Tanjung Harapan untuk menargetkan kapal lain
(Giampaolo dan Foster, 2011), dan pada tahun 2012 rata-rata serangan berhasil terjadi pada 746 km
di lepas Pantai Somalia (Wright, 2013). Pembajak Somalia melakukan aksinya dengan pengejaran
yang cepat dan mengancam kapal ketika berlayar, menaiki kapal kargo dengan alat transportasi
utama menggunakan perahu kecil dan kapal induk. Senjata yang digunakan juga lebih canggih, tetapi
untuk tindakan kekerasan lebih relative lemah dibandingkan dengan pembajak di afrika barat atau
pembajak Nigeria (He, Wang, Gao, Xie, 2023: 14). Adapun senjata yang digunakan berupa pistol,
roket, granat berpeluncur roket, senjata ini digunakan untuk memperlambat kapal kargo yang sedang
bergerak agar para pembajak bisa menaiki kapal tersebut dan kemudian mengancam serta
mengendalikan awak kapal. Aksi yang dilakukan oleh pembajak Somalia memuncak pada akhir
tahun 2010 ketika hampir 700 awak kapal diculik dari 30 kapal dagang di lepas Pantai Somalia (He,
Wang, Gao, Xie, 2023: 14).

Kemudian, perlu diketahui bahwa European Union memiliki kepentingan kuat dalam menjaga
jalur komunikasi laut dan mengamankan keamanan pelayaran global (Belfer, 2009: 22). Pada 2015,
sekitar 48 persen ekspor European Union ke negara ketiga dan sekitar 53 persen impor UE dari
negara ketiga yang diangkut melalui laut, aktivitas ini terus berkembang selama beberapa dekade
terakhir (Mustika, 2019: 314-316). Secara total, sekitar 90 persen transportasi European Union
dengan negara ketiga diangkut melalui laut (Larsen & Nissen, 2017). Pemilik kapal European Union
mewakili 30 persen kapal pengapalan global, menangani sekitar 35 persen ton pengiriman global
atau 55 persen kapal peti kemas dan 35 persen kapal tanker (Johnson, 2014: 2-6). Oleh karena itu,
UE mewakili sekitar 42 persen dari nilai perdagangan lintas laut global (Collins, 2012: 112-116).
Dengan maraknya pembajak di Kawasan Afrika akan sangat menjadi tantangan bagi negara-negara
di dunia akibat ketidakamanan pada rute perdagangan, sehingga dibutuhkan jalur laut aman bagi
perdagangan internasional (Pichon dan Pietsch: 2019; Anyanova, 2007: 25-27).

Permasalahan pembajakan mengakibatkan negara-negara anggota European Union turut
berpartisipasi dalam menangani isu pembajakan di Perairan Afrika terutama di perairan Horn of
Africa dan perairan Gulf of Aden (UNCTAD Conference, 2014). Keterlibatan European Union
dalam mengatasi pembajakan ini didasari karena isu pembajakan merupakan isu internasional yang
harus dengan segera diatasi, berkaitan dengan norma dan kelembagaan European Union untuk
berkontribusi aktif dalam penanganan isu global (Mustika, 2019: 314). Sebagai Lembaga Regional
dengan kepemilikan terhadap norma dan nilai untuk membantu terciptanya perdamaian dunia tanpa
adanya hambatan dalam sektor pelayaran dan perdagangan internasional (Mustika, 2019: 314),
European Union membentuk operasi gabungan untuk membantu penyelesaian masalah pembajakan
kapal di Perairan Afrika dan memberantas segala bentuk tindakan pembajak Somalia ketika
melakukan aksi kejinya (Orugbani dan Nnwobunwenw, 2010: 567-568). Dengan adanya ancaman
tersebut, European Union segera mengembangkan operasi keamanan di Gulf of Aden dengan
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menghadirkan EU NAVFOR Atalanta yang dikembangkan pada Desember 2008 (Osei-Tutu,
2011:12). Operasi ini memiliki beberapa mandat bertujuan untuk mengirimkan sejumlah bantuan
ke Somalia dan melindungi misi African Union melalui AMISOM yang melintasi Gulf of Aden serta
memperkuat keamanan maritim dengan mendukung organisasi internasional lainnya (Prasetyo,
2016: 61).

Maka dari itu, faktor utama atau alasan penting penulis mengkaji mengenai efisiensi mekanisme
kerja sama kelembagaan African Union dan European Union untuk mengatasi pembajakan kapal di
perairan Afrika khususnya wilayah Horn of Africa dan Gulf of Aden sebab situasi di jalur pelayaran
tersebut sangat merugikan perekonomian global, keselamatan nyawa manusia, dan ketidakamanan
kawasan (Prasetyo, 2016: 57-66). Perlu dipahamai bahwa African Union sebagai organisasi regional
yang terletak di wilayah Horn of Africa dan Gulf of Aden dan Somalia sebagai salah satu negara
anggota AU. Artinya, African Union seharusnya dapat memfasilitasi terjadinya sebuah kesepakatan
di antara negara-negara Kawasan Afrika dan mengupayakan mekanisme untuk meminimalkan
permasalahan pembajakan kapal di wilayah tersebut (Sahin dan Sahin, 2023: 31-56). Sejauh ini yang
menjadi fasilitator dan aktif dalam menjaga keamanan di dua wilayah tersebut dan memberikan
bantuan kepada Somalia adalah negara-negara barat, terutama European Union. Untuk itu, dengan
adanya kajian mengenai penelitian ini penulis berharap dapat memberikan solusi untuk mencegah
dan menurunkan tingkat eskalasi pembajakan yang disebabkan oleh perompak Somalia. Penulis
berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme kerja sama kelembagaan African Union bersama
dengan European Union melalui “Joint Africa-EU Strategy” dapat merealisasikan strategi keamanan
maritim dan dapat menciptakan regulasi dan resolusi konflik yang efisien dan berkelanjutan.

Literature Review

Berdasarkan ulasan mengenai jurnal penelitian sebelumnya yang dikaji oleh (Gunawan, 2012),
(Tobing, 2020), (Karawita, 2019), (Williams, Paul R., Lowry, 2014), (Wallner., Kokoszkiewicz,
2019), (Weitz, 2009), (Chalk, 2010), dan (Nelson., Goossens, 2011), permasalahan maritime piracy
merupakan fenomena dan isu yang sangat penting untuk segera diatasi dan menjadi masalah
internasional sehingga perlu dibahas melalui studi akademik dan keilmuan. Berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tentang permasalahan Maritime Piracy oleh Perompak
Somalia di Perairan Afrika, penelitian ini akan mencoba memahami dan berfokus pada sudut
pandang tindakan, strategi, peran, penanganan, dan respon oleh aktor utama khususnya aktor inter-
regional. Aktor yang dimaksud adalah aktor yang terlibat aktif dalam penanganan Ships Piracy yaitu
African Union dan European Union sebagai aktor utama dalam mengatasi permasalahan pembajakan
kapal oleh perompak Somalia dengan mekanisme kerja sama kelembagaan. Penelitian ini berfokus
pada efisiensi mekanisme kelembagaan yang dilakukan oleh African Union dan European Union
melalui “Joint-Africa EU Strategy” untuk mengatasi permasalahan pembajakan kapal di Perairan
Afrika Timur khususnya Horn of Africa dan Gulf of Aden sebagai perairan yang ramai dilalui oleh
kapal-kapal internasional sehingga dibutuhkan sistem kelembagaan yang efisien dan terstruktur.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan “efisiensi” untuk melihat efisiensi mekanisme kerja
sama kelembagaan antara African Union dan European Union melalui “Joint Africa-EU Strategy”
agar mampu meminimalisir dan mengatasi jumlah pembajakan kapal oleh perompak Somalia di
Horn of Africa dan Gulf of Aden, bahwasanya efisiensi merupakan sebuah ukuran keberhasilan
dalam mencapai tujuan sehubungan dengan sarana yang tersedia, sehingga perlu
mempertimbangkan tujuan dan cara (Banton, 2023). Efisiensi juga mengacu pada kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan cara meminimalkan penggunaan sumber daya
seperti waktu, tenaga Kkerja, atau biaya, dan berfokus pada proses serta bagaimana sumber daya
dikelola atau digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Mraovic, 2024). Ketika berbicara mengenai
efisiensi maka berkaitan dengan alokasi sumber daya secara efisien yang diperlukan oleh sebuah
lembaga, namun keberadaan lembaga tersebut tidak dibuat dan muncul secara spontan, melainkan
hasil dari pikiran yang rasional dan hasil dari kualitas serta bentuk institusi politik (Borner, Bodmer,
dan Kobler, 2004: 44). Efisiensi juga berkaitan erat dengan efektivitas, namun memiliki perbedaan
secara pengertian, sebab efisiensi merupakan faktor penting dalam menentukan biaya paling rendah
untuk mencapai hasil yang diinginkan (GeeksforGeeks, 2024). Kemudian, apabila dihubungkan
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dengan Teori Kelembagaan, bahwa istilah efisiensi mau pun efektivitas memiliki relevansi yang
berbeda tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum dalam konteks teori Kelembagaan,
istilah yang lebih sering digunakan adalah “efisiensi”, sebab teori Kelembagaan cenderung berfokus
pada bagaimana struktur, norma, nilai, peraturan, dan praktik organisasi mempengaruhi penggunaan
sumber daya secara efisien. Lebih lanjut, efisiensi dalam teori Kelembagaan mencakup konsep
alokasi sumber daya yang optimal, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan kinerja organisasi.
Dalam kerangka ini, efisiensi sering kali dilihat sebagai tujuan utama dalam merancang dan
mengevaluasi lembaga. Sementara itu, efektivitas juga penting dalam konteks teori Kelembagaan,
sebab efektivitas berkaitan dengan sejauh mana lembaga mencapai tujuan mereka dan seberapa baik
mereka dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana mekanisme kerja sama
kelembagaan antara African Union dan European Union melalui “Joint Africa-EU Strategy” dapat
mengatasi pembajakan kapal oleh warga Somalia di Perairan Afrika Timur khususnya Horn of
Africa dan Gulf of Aden berupa strategi keamanan maritim yang dapat dilihat pada dialog politik
antar pemangku kepentingan dalam bidang maritim, pengerahan personil keamanan dan
pembangunan serta bantuan kemanusiaan(Ulzikri 2023). Lebih lanjut, teori turunan yang penulis
gunakan diantaranya Teori Pilihan Rasional dan Teori Perilaku, Teori Aktor, Teori Policy Making,
dan Teori Kerja Sama dalam Hubungan Internasional sebagai teori mikro. Dan teori rujukan lainnya
atau teori pendukung, Security Theory dalam Hubungan Internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif untuk mendapatkan data
dan informasi. Menurut Cresswell, (2013: 4), metodologi penelitian kualitatif adalah sebuah
instrumen pendekatan yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan pemahaman akan makna
terhadap individu atau kelompok dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualititatif
berbicara mengenai: konstruksi realitas sosial, makna budaya; berfokus pada proses interaksi dan
peristiwa; faktor kunci terdapat pada keaslian (authenticity); terdapat nilai dan eksplisit; digunakan
untuk memisahkan teori dan data; dibatasi oleh situasional; beberapa kasus, subjek, small-n; dan
peneliti terlibat (involved) (Neuman, 2014: 17).

Lebih lanjut, penelitian ini berbasis pada penelitian kualitatif melalui pendekatan penelitian
induktif (bentuk penelitian yang dilakukan secara spesifik, didahului dengan pengumpulan data, dan
diakhiri dengan kesimpulan) dan holistik (penelitian yang dilakukan secara komprehensif), desain
penelitian bersifat pada pendekatan studi kasus. Posisi keilmuan dalam penelitian ini berlandaskan
pada posisi ontologi konstruksionisme atau konstruktivisme dan posisi epistemologi interpretivisme.
Selanjutnya, cara penulis mengumpulkan data berdasarkan penulisan penelitian ini adalah dengan
cara secondary data melalui dokumen resmi beberapa lembaga/instansi sesuai topik penelitian,
dokumen kesepakatan dan perjanjian, hukum internasional, ebook, ejournal nasional dan
internasional, media massa online, gambar atau data visual seperti gambar dan tabel serta artikel
lainnya. Adapun proses berlangsungnya penelitian ini dilakukan secara daring/online dan
pengambilan data dilakukan melalui secondary data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kelembagaan Baru: Efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan African Union dan
European Union melalui ‘Joint Africa-EU Strategy’ untuk mengatasi permasalahan
Pembajakan Kapal di Horn of Africa dan Gulf of Aden oleh Perompak Somalia

Sebagaimana merujuk pada pandangan North (1990: 3-4), institusi adalah rules of game dalam
masyarakat bersifat formal dengan tujuan untuk merancang segala aturan secara manusiawi dengan
membentuk interaksi antar manusia, dan berdampak pada pergerakan manusia baik politik, sosial,
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atau ekonomi yang berevolusi dari waktu ke waktu. Sebagaimana sejarahnya, hubungan antara
Afrika dan Eropa merupakan hubungan yang kompleks dan unik. Selama lima puluh tahun terakhir,
telah terjadi interaksi yang kuat antara kedua kawasan dengan sejarah mendalam dalam bidang
ekonomi, politik, sosial, kelembagaan, budaya, dan hubungan paling utama adalah hubungan antara
bekas kekuasaan kolonial dan bekas jajahan (Shiferaw dan Ciommao, 2023). Meskipun hubungan di
kedua lembaga ini muncul akibat sejarah masa lalu kolonial, akan tetapi hubungan mereka saat ini
didominasi oleh kebijakan dan program bantuan yang saling ketergantungan di bidang keamanan
dan migrasi sebab Uni Eropa memiliki kondisi ekonomi dan kemampuan politik serta militer yang
unggul dibandingkan Uni Afrika (International Crisis Group, 2017). Dengan keunggulan yang
dimiliki oleh Uni Eropa dan kedekatan secara historis dengan Uni Afrika maka terbentuklah sebuah
perjanjian kerja sama yaitu Joint Africa-EU Strategy untuk menyeimbangkan kembali hubungan
antara Afrika dan Uni Eropa dengan mengadopsi Joint Strategy pada KTT Africa-EU yang diadalan
di Lisbon pada bulan Desember 2007 (Biondo, 2020: 1-2). Sehingga kerangka JAES inilah yang
menjadi instrumen berlangsungnya kerja sama dan koordinasi antara negara-negara Uni Eropa dan
negara-negara Uni Afrika (Council of the European Union, 2007). Pada dasarnya, Afrika dan Eropa
terikat oleh sejarah, budaya, geografi, masa depan yang sama, serta nilai komunitas diantaranya:
penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, keadilan, supremasi
hukum dan demokrasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional yang relevan dan dalam
dokumen konstitusi dari masing-masing Unions (Caramerli dan Caselli, 2015: 1). Situasi
terbentuknya mekanisme kerja sama JAES ini berhubungan dengan konsep-konsep yang terdapat
pada Teori Kelembagaan Baru yaitu: Pertama, Normative Institutionalist, bagaimana norma dan
nilai yang terkandung di dalam institusi politik membentuk perilaku individu. Kedua, Rational
Choice Institutionalist, berpendapat bahwa institusi politik adalah sebuah sistem aturan yang mana
individu berupaya memaksimalkan kegunaan atau utilitasnya terhadap suatu aturan yang dibentuk.
Ketiga, historical institutionalists, melihat bagaimana suatu pilihan yang diambil mengenai
rancangan sistem dari institusi pemerintah mempengaruhi pengambilan keputusan individu di masa
depan (Lowndes dan Roberts, 2013: 31).

Joint Africa-EU Strategy

Selanjutnya, mekanisme kerja sama “Joint Africa-EU Strategy” muncul sebagai transformasi
dan kebaruan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya antara Afrika dan Uni Eropa bahwa kemitraan
dibentuk bukan hanya untuk Afrika semata, tetapi juga diperuntukkan untuk menciptakan strategi
bersama antara Afrika dan Uni Eropa (Pirozzi, 2012: 23-25). Maka dari itu, terdapat perubahan
kesepakatan politik mengenai perlunya ide dan saran dari aktor serta pemangku kepentingan
terkemuka, terutama masyarakat sipil, warga negara, dan serikat pekerja dalam Joint Strategy yang
secara resmi diadopsi pada KTT Africa-EU pada bulan Desember 2007 di Lisbon (Haidara, Aubry,
Niaudet, dan Sebban, 2008: 1-16), kemudian KTT tersebut menghasilkan masukan setara dari kedua
belah pihak dan terbentuknya Joint Africa-EU Strategy (JAES) dengan tujuan untuk
mempertemukan hubungan antar negara Afrika dan Uni Eropa ke tingkat yang baru. Lebih lanjut,
kemitraan ini memiliki 8 (delapan) bidang strategis secara luas, diantaranya:

“First, Africa-EU Partnership on Peace and Security. Second, Africa-EU Partnership on Democratic
Governance and Human Rights. Third, Africa-EU Partnership on Trade and Regional Integration.
Fourth, Africa-EU Partnership on the Millennium Goals (MDGS). Fifth, Africa-EU Partnership on
Energy. Sixth, Africa-EU Partnership on Climate Change. Seventh, Africa-EU Partnership on
Migration, Mobility, and Employment. Eighth, Africa-EU Partnership on Science, Information,
Society, and Space” (European Parliament Action Plan Agreement 1 dan 2, 2008-2010; 2011-2013).
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Mekanisme kerja sama kelembagaan “Joint Africa-EU Strategy” untuk mengatasi
pembajakan kapal di perairan afrika timur khususnya horn of africa dan gulf of aden

Berikut merupakan tabel mekanisme kerja sama Joint Africa-EU Strategy mengenai strategi
keamanan maritim secara keseluruhan:

Tabel 2. 3 Partnership 1: Peace and Security

Priority Area
Political Dialogue

Political Dialogue

Political Dialogue

Political Dialogue

Initiative

Initiative 1: penyelesaian dan implementasi kerangka
kerja dialog politik dengan membangun hubungan
yang sistematis dan struktural hubungan antara EU
COPS-AU PSC, Kepala staff EU dan AU, dan antara
struktur Uni Eropa yang baru (EEAS), AUC dan
RECs Peace and Security Departments. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan keterlibatan pada tingkat
politik dalam meninjau tindakan yang telah
dilakukan, dan dalam memberikan panduan politik
yang lebih baik untuk masa depan

Initiative 2: Konsultasi antara Africa Group dan EU
yang akan dibentuk di New York untuk membahas
tantangan global dalam DK PBB dan UNGA
(Konflik, terorisme, CBRN proliferation dan
conventional disarmament). Program ini akan
ditetapkan secara tahunan dan ditinjau setiap enam
bulan untuk memungkinkan persiapan yang memadai
pada pertemuan di tingkat Markas Besar.

Initiative 3: Exert coordinated and concerted effort to
combat piracy, termasuk dalam kerangka kerja PBB
dan mempertimbangkan penjabaran instrumen hukum
yang dianggap tepat untuk meningkatkan kerja sama
dalam semua masalah yang berkaitan dengan
pembajakan.

Initiative 4: Dalam menangani Krisis dan tantangan
Peace and Security di Afrika, Eropa dan di wilayah
lain, tim tematik ad hoc Africa-EU akan dibentuk
untuk memastikan koordinasi dan kerja sama,
sehingga akan sangat bermanfaat untuk menangani
stabilisasi pasca-konflik, rekonstruksi dan
pembangunan, serta memperkuat peran perempuan di
semua tingkatan, untuk  mengkonsolidasikan
kemajuan yang telah dicapai dalam menyelesaikan
konflik di Afrika dan mengambil keuntungan dari

Concrete Action
Adanya Annual
Meetings antara EU
COPS dan AU PSC
telah terorganisir
sejak 2006.

PSC Africa dan Eropa
juga terlibat dalam
dialog di bidang
maritime safety dan
security, serta
transnational
security, terutama di
Sahel

Uni Eropa
mendukung  African
Union Peacekeeping
mission di Somalia
(AMISOM). Dan total
kontribusi APF untuk
AMISOM berjumlah
€411.4 juta pada akhir
tahun 2012 mencakup
biaya tunjangan
pasukan, gaji petugas
polisi dan staf sipil,

serta biaya
operasional kantor
misi di Nairobi.
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Political Dialogue

Political Dialogue

Political Dialogue

Political Dialogue

pengalaman serta kemampuan Eropa. Tim ini akan
melibatkan pemangku kepentingan internasional dan
pemangku kepentingan masyarakat sebagaimana
mestinya dan akan mengoptimalkan tindak lanjut dari
kebijakan AU tentang Post Conflict Reconstruction
and Development (PCRD). Dalam hal ini, Uni Afrika
akan menyelesaikan studi tentang pembentukan Pusat
Rekonstruksi dan Pembangunan Pasca Konflik.
Initiative 5: Thematic cluster sessions with experts
from AU/RECs/RMs/MS/EU akan dibuat pada tujuan
operasional di bidang climate change and security,
AU border programme, termasuk ‘“exchange of
experience, capacity  building, cross-border
cooperation, development of legal instruments, dan
disarmament issues” termasuk Sisa Bahan Peledak
Perang/Explosing Remnants of War), atau berfokus
pada wilayah geografis.

Initiative 6: Informal consultation antara AU, EU, dan
UN untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan
AU/PBB yang diketuai oleh MR. Romano Prodi dan
UN Secretary General Reports pada September 2009
yang akan memungkinkan ketiga lembaga tersebut
untuk memajukan agenda masing-masing. Selain itu,
saran-saran praktis dari para ahli harus membantu
membuat kemajuan dalam menyediakan dukungan
yang berkelanjutan, fleksibel dan dapat diprediksi
untuk operasi-operasi pemeliharaan perdamaian yang
diluncurkan dalam kerangka kerja Bab VIII Piagam
PBB dan dilakukan oleh AU atau di bawah
kewenangannya dengan  persetujuan  Dewan
Keamanan PBB.

Initiative 7: membangun AU Border Programme
sebagaimana pengalaman dari Uni Eropa, AU dan EU
akan menciptakan program yang dilakukan secara
bersama, termasuk exchange experience, capacity
building, cross-border cooperation and development
of legal instruments. Inisiatif ini dapat diperluas
melalui dukungan negara-negara Anggota UE untuk
pertukaran pengalaman tentang delimitasi dan
demarkasi perbatasan.

Initiative 8: dalam upaya penguatan kebijakan
Pencegahan, Perdamaian, Pembangunan Perdamaian
dan Pasca Konflik serta langkah-langkah APSA di
tingkat benua dan regional, plans of action akan
disusun dan diimplementasikan untuk menangani isu-
isu tematik seperti: Program SSR, DDR, AU Border
Programmes, Early Warnings Systems, Women Peace
and Security, Mediation-Negotiation capacity dan
Counter-terrorism.

163
Masih
berlangsungnya
diskusi di antara

kedua belah pihak.
AU dan EU juga telah
melakukan  diskusi
dengan nontraditional
donors seperti China,
Turkey, League of
Arab States.

Uni Eropa
mendukung inisiatif
perbatasan Afrika
melalui program-
program indikatif

nasional dan regional.
Hal ini terbuka untuk
dipertimbangkan

untuk  memberikan
dukungan kepada
rencana strategis
AUBP

Kerangka kerja

kebijakan AU tentang
SSR dikembangkan,

sebuah rencana
tindakan AU untuk
AU Border
Programmes telah
dikembangkan  dan
didiskusikan pada

pertemuan RECs yang
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diselenggarakan oleh
ECOWAS pada bulan

Oktober 2013.
Operationalisation Initiative 4: mengembangkan dan mendukung African Training
of APSA konsep, doktrin, dan prosedur yang terkait dengan Centre untuk
ASF secara umum termasuk kemampuan pengerahan Perdamaian dan
cepat, logistik, dan komponen maritim. Sedangkan Keamanan telah
APSA mengenai hubungan fungsional antara Early dialokasikan dana
Warning dan Planning Elements di tingkat regional sebesar €11.4 juta
dan continental level serta pengambilan keputusan, dimulai pada bulan
pelatihan, mediasi dan yang berkaitan pada masalah Februari 2012 dan
keamanan lainnya (SSR, DDR, SALW, Counter- akan berlangsung
terroris). hingga 31 Januari
2014. Program ini
membahas  masalah
pelatihan  di  tiga

tingkat yang berbeda:
continental (AU),
regional (REC) dan
pusat-pusat pelatihan.
Proses ini merupakan

langkah pertama

menuju implementasi

kebijakan  pelatihan

AU yang

berkelanjutan.
Predictable funding Initiative 1) masalah pendanaan dapat diprediksi Masih belum ada
of  Peace-Security untuk PSO sebagaimana dipimpin oleh Afrika dan informasi

Operations (PS0s) akan diintegrasikan dalam inisiatif-inisiatif relevan

dalam bidang prioritas pertama dan kedua dari Action

Plan

Sumber dari European Parliament-Directorat Generak for External Policies of the Union, Annex
3: Partnership 1: Peace and Security, “The Implementation of the Joint Africa Europe Strategy:

Rebuilding Confidence and Commitments”, 2014: 47-53.

Berdasarkan mekanisme kerja sama Joint Africa-EU Strategy tersebut, yang membahas terkait
strategi keamanan maritim untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur terdapat
pada Prioritas Rencana Kerja JAES pada Partnership Peace and Security. Berikut implementasi
Joint Africa-EU Strategy on Peace and Security: Pertama, Enhancing Political Dialogue,
perdamaian dan keamanan tetap menjadi prioritas utama dari kerja sama African Union dan
European Union dengan tujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan damai dan aman bagi
seluruh  manusia, mengurangi konflik, dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan
berkelanjutan, dan peningkatan pemerintahan demokratis dengan berkontribusi terhadap stabilitas
politik. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai
meliputi kebutuhan untuk memperkuat dialog politik di antara pemimpin Afrika, pendanaan APSA
agar tetap beroperasi dan meningkatkan kolaborasi serta koordinasi dengan Regional Economic
Communities dan United Nations. Walaupun kerangka JAES dalam Peace and Security ditujukan
untuk mencapai posisi dan kepentingan bersama demi menyelesaikan masalah perdamaian dan
keamanan di benua Afrika, tetapi tujuan baik tersebut masih menjadi tantangan seperti dialog
berbasis kebijakan mengenai masalah keamanan baik di tingkat teknis dan politik masih belum
ditingkatkan meskipun terdapat AU PSC dan EU PSC sejak tahun 2008 (African Union Co-Chair,
2016). Kedua, Operationalisation of the APSA, alat kemitraan AU dan EU untuk melaksanakan
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perdamaian dan keamanan adalah Fasilitas perdamaian Afrika yang dibentuk pada tahun 2003 untuk
mendukung mekanisme regional dengan nama APF terdiri dari African Peace Support Operations,
Operationalisation of the African Peace and Security Architecture dan Operations of the ERM.
Bahwasanya sebagian besar dana APF dialokasikan untuk Peace Support operations sebesar 89,5%
dari total EUR 1,76 miliar antara tahun 2004 dan 2016 8,31 % atau EUR 164 juta digunakan untuk
peningkatan kapasitas sedangkan 1,32% atau EUR 30 juta digunakan untuk ERM (AU Peace Fund,
2016: 1-10). Selain itu, prioritas kerja sama AU dan EU di bidang perdamaian dan keamanan dengan
memberikan dukungan kepada African Standby Force. Untuk mencapai tujuan tersebut, APSA harus
dioperasionalkan walaupun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan. Lebih lanjut,
APF masih memiliki elemen lemah dalam pengembangan kapasitas bahwa hampir seluruh anggaran
didanai oleh EU. Sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan dan kapasitas pengambilan
keputusan. Ketiga, strengthening the relationship between the AU, EU, RECs and the UN, adanya
pengkoordinasian dan penguatan di antara pihak -pihak seperti AU, EU, RECs, dan UN sebagai
proses penerapan menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tingkat benua dalam hal tanggung
jawab kepemimpinan dan pendanaan (Pirozzi, 2012: 260).

Selanjutnya, berdasarkan Council of the European Union mengenai “Council conclusion on the
Horn of Africa” sebagaimana Council meeting diselenggarakan di Brussels, 14 November 2011,
dengan adanya keterlibatan Uni Eropa di wilayah Horn of Africa berfokus pada Somalia, konflik
dimensi regional, dan pembajakan dapat mendukung implementasi Strategic Framework. Kemudian,
komitmen jangka panjang Uni Afrika terhadap Horn of Africa berakar pada kondisi geostrategis
kawasan tersebut, membantu wilayah tersebut dari kemiskinan menuju pertumbuhan ekonomi
mandiri, ketidakstabilan wilayah menimbulkan tantangan yang semakin besar tidak hanya terhadap
keamanan masyarakat, tetapi keamanan seluruh dunia. Keterlibatan Uni Eropa berkelanjutan ini akan
mendukung upaya-upaya regional termasuk Intergovernmental Authority for Development (IGAD),
African Union (AU), dan upaya nasional untuk mencapai perdamaian abadi, keamanan, dan keadilan,
good governance berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, supremasi hukum dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, Strategic Framework ini juga mengakui
perlunya melindungi warga negara Eropa dari ancaman-ancaman yang berasal dari wilayah Horn of
Africa termasuk terorisme, pembajakan, tantangan perubahan iklim, dan migrasi. Selain itu, Uni
Eropa sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan yang menimpa beberapa negara di Horn of Africa,
bahwa berdasarkan dukungan hingga saat ini lebih dari 760 juta euro dan Uni Eropa akan terus
memberikan bantuan kemanusiaan secara netral, tidak memihak, dan independen, begitu pun Dewan
Uni Eropa menyerukan semua pihak untuk memastikan akses secara aman dan tanpa hambatan bagi
para aktor kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Kemudian, Dewan
Uni Eropa juga menggarisbawahi perlunya mengatasi penyebab mendasar dari krisis kemanusiaan,
khususnya kerawanan pangan struktural, kekeringan berulang, dan konflik. Uni Eropa akan terus
mendukung negara-negara di kawasan dalam memperkuat kapasitas nasional negara-negara di Horn
of Africa melalui strategi pengurangan risiko bencana dan program kerja sama pembangunan jangka
panjang di bidang kesiapsiagaan kekeringan, pertanian, pembangunan pedesaan, dan ketahanan
pangan. Namun, efektivitas dukungan tersebut bergantung pada kepemilikan lokal dan komitmen
politik negara-negara di kawasan untuk menerapkan kebijakan struktural guna mendukung produksi
peternakan berkelanjutan, termasuk pergerakan lintas batas, pengelolaan sumber daya alam,
khususnya sumber daya air serta perdagangan dan integrasi regional. Kemudian, permasalahan
pembajakan di lepas pantai Somalia terus memberikan dampak negatif terhadap keamanan maritim
internasional serta kegiatan ekonomi regional dan internasional. Dewan tetap berkomitmen terhadap
terhadap kerja dari EU naval counter-piracy operation, EU NAVFOR Atalanta yang memberikan
perlindungan terhadap World Food Programme dan AMISOM Shipping serta berkontribusi untuk
mencegah pembajakan dan melindungi jalur pelayaran yang rentan. Uni Eropa akan terus memajukan
upaya untuk meningkatkan kapasitas Somalia dan wilayah Horn of Africa secara lebih luas dalam
memerangi pembajakan termasuk melalui penguatan kapasitas maritim lebih lanjut dan kapasitas
penuntutan serta penahanan. Begitu pun Uni Eropa akan terus berupaya melacak aliran keuangan
dari pembajakan. Sebagaimana halnya EUSR untuk wilayah Horn of Africa akan berkontribusi dalam
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mengembangkan dan menerapkan pendekatan Uni Eropa secara koheren, efektif, dan seimbang
terhadap pembajakan (Council of the European Union, 2011: 1-12).

Selanjutnya, sebagaimana halnya kerja sama Joint Africa-EU Strategy yang diadopsi pada tahun
2007, untuk memperkuat dan memajukan perdamaian, keamanan, pemerintahan demokratis dan hak
asasi manusia bahwa Uni Eropa menyediakan dana sebesar 1 miliar euro sebagai implementasi
African Peace and Security Structure (Ehrhart dan Petretto, 2012: 11-19). Dalam hal ini, Uni Eropa
membantu Afrika pada misi penjaga perdamaian khusus di Afrika yaitu AMISOM pada tahun 2007
yang sebelumnya sudah terbentuk misi perdamaian dipimpin oleh IGAD, namun misi tersebut
memiliki kepentingan berlawanan dari negara-negara anggotanya, sehingga AMISOM turut
berkontribusi dalam misi perdamaian di Somalia yang keterlibatannya dirancang dalam jangka
pendek kemudian digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB (African Union: Reports of the
Chairperson Commission in Somalia, 2011). Lebih lanjut, mandat AMISOM juga diperpanjang
beberapa kali dan memiliki kekuatan militer resmi sebanyak 12.000 tentara yang saat ini sekitar
10.000 dikerahkan. Kemudian, AMISOM diberi mandat untuk menstabilkan situasi negara Somalia
berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Selain itu, AMISOM juga dikerahkan di kota Mogadishu, tempat
operasi mengamankan instalasi utama seperti pelabuhan, bandara, dan gedung TFI, serta pertemuran
Al Shabaab dalam upaya melawan pemberontakan. Dengan keberhasilan AMISOM ini, Uni Afrika
mempertimbangkan dan memperluas operasi AMISOM di luar Mogadishu hingga ke Somalia Selata
dan Somalia Tengah. Adapun tujuan perluasan operasi ini digunakan untuk membantu operasi
penjaga perdamaian PBB dan membantu rekonstruksi serta stabilitas jangka panjang Somalia
(African Union: Reports of the Chairperson Commission in Somalia, 2011).

Selain itu, strategi Uni Eropa di wilayah Afrika khususnya untuk mengatasi pembajakan kapal
di Horn of Africa dan Gulf of Aden adalah bahwa pada tahun 2008, Uni Eropa menginisiasi untuk
membentuk operasi guna memerangi pembajakan yaitu diberi nama EUNAVFOR Somalia atau
Operasi Atalanta, bahwa operasi dirancang dengan mandat satu tahun dan dana sebesar 8.3 juta euro
(EU Naval Force Operation Atalanta, 2024). Adapun operasi ini meliputi wilayah di bagian Red Sea,
Gulf of Aden, Somali Basin, dan sebagian Samudera Hindia termasuk Seychelles (European Union,
2020). Kemudian, EUNAVFOR ini juga dirancang sebagai misi kemanusiaan dan respon terhadap
perlunya menjaga jalur pelayaran tersibuk di dunia agar tetap lancar, serta perlindungan perdagangan
internasional, perikanan, dan industri penjaminan asuransi Eropa (EU Naval Force Operation
Atalanta, 2024). Selain itu, strategi Uni Eropa di Afrika banyak menggabungkan pendekatan berbasis
laut dan darat terhadap masalah pembajakan, kemudian bekerja sama dengan organisasi internasional
lainnya seperti NATO, PBB, dan Contact Group on Piracy di lepas pantai Somalia (Lewis dan Winn,
2017: 1-15). Dengan adanya Operasi ini dapat mendukung peningkatan keamanan maritim dalam
memerangi terorisme, kejahatan terorganisir dan pembajakan (EU Naval Force Operation Atalanta,
2024).

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sebagaimana mekanisme kerja sama kelembagaan
AU-EU melalui “Joint Africa-EU Strategy” untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika
Timur, khususnya di perairan Horn of Africa dan Gulf of Aden, sehingga efisiensi kerja sama
kelembagaan ini dapat ditemukan pada norma, nilai, kebijakan, dan keberhasilan dari Afrika dan
Eropa yang terikat secara bersama pada sejarah, budaya, geografi, kesamaan akan tujuan masa depan,
dan kesamaan akan nilai-nilai bersama seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan,
kesetaraan, solidaritas, keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sebagaimana yang tertuang pada
perjanjian internasional dan di dalam dokumen konstitutif antara AU dan EU. Penelitian ini
menunjukkan temuan dari efisiensi mekanisme kerja sama kelembagaan AU-EU melalui JAES untuk
mengatasi pembajakan kapal di perairan Horn of Africa dan Gulf of Aden oleh Perompak Somalia
apabila menggunakan Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian adalah: Pertama,
kelembagaan Joint Africa-EU Strategy. Kedua, proses pengambilan keputusan Joint Africa-EU
Strategy. Ketiga, partisipasi dan keterlibatan Stakeholder. Keempat, koordinasi dan pengelolaan
sumber daya kerja sama Joint Africa-EU Strategy. Kelima, tantangan dan evaluasi kerja sama Joint
Africa-EU Strategy.
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Penelitian ini menemukan bahwa dengan teori Kelembagaan Baru sebagai Umbrella Theory dan
Grand Theory berguna untuk membantu menganalisis penelitian dan sebagai kerangka utama untuk
menganalisis kerja sama kelembahaan antara African Union dan European Union melalui “Joint
Africa-EU Strategy” dalam mengatasi pembajakan kapal oleh Perompak Somalia di Perairan Afrika
Timur Khususnya Horn of Africa dan Gulf of Aden, bahwa terdapat nilai atau norma tekad untuk
memberikan perhatian baru dan jangka panjang terhadap Afrika melalui penguatan kemitraan
berdasarkan identitas baru para mitra, hal ini diwujudkan dalam pertemuan dialog politik intensif
untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dan tantangan seperti perdamaian dan
keamanan serta berfokus pada prinsip kesetaraan, kemitraan, solidaritas, dan dialog budaya.

Berikut data statistik pembajakan yang terjadi Kawasan Afrika mengalami penurunan
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Gambar 3. 11 Perkembangan kasus pembajakan di Perairan Afrika dari tahun 1993 hingga 2013
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Gambar 3. 12. International Maritime Organization, “Reported Acts of piracy and Armed Robbery
Ships-Annual Report”, 2008
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Gambar 3. 13 International Maritime Organizations, “Reported Act of Piracy and Armed Robbery
Against Ships”, 2008.

ANNEX 4

YEARLY STATISTICS OF INCIDENTS WHICH OCCURRED SINCE 1984 (WORLDWIDE)
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Gambar 3. 14. International Maritime Organizations, “Data statistik per tahun aktivitas
pembajakan kapal di beberapa kawasan di dunia”, 2008
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CHART C: Total incidents as per Regions of the world January — June 2018
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Gambar 3. 15 ICC-IMB Laporan kasus Pembajakan dan Perampokan Bersenjata ditujukan terhadap
Kapal, 2018. (ICC IMB (2018: 8))
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CHART C: Total incidents as per regions of the world January — June 2023
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Gambar 3. 16 ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report, January — June 2023.
(ICC International Maritime Bureau (2023: 8)

Berdasarkan data aktivitas pembajakan kapal tersebut dapat dilihat terjadi penurunan signifikan
di perairan Afrika yang awalnya di tahun 2018 terjadi aktivitas pembajakan kapal sebanyak 48, dan
mengalami penurunan di tahun 2023 dengan jumlah pembajakan sebanyak 14. Kemudian, rentangan
tahun 1998-2013 aktivitas pembajakan kapal di wilayah horn of africa dan gulf of aden mengalami
penurunan.
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KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat isu mengenai peran African Union dan European Union akibat isu
pembajakan kapal yang dilakukan oleh perompak Somalia di Horn of Africa dan Gulf of Aden yang
mengakibatkan terhambatnya rute pelayaran dan perdagangan global. Akibat pembajakan kapal ini
juga mengakibatkan ekonomi global mengalami penurunan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal
bahwa pembajakan kapal menjadi tantangan bagi politik internasional. Untuk itu, diperlukan tiga hal
dari politik internasional. Pertama, masing-masing yurisdiksi nasional perlu menerapkan undang-
undang melawan pembajakan dengan melihat bahwa isu ini merupakan kejahatan transnasional.
Kedua, negara dengan jalur pelayaran tersebut harus diberi dukungan demi mengamankan perairan
teritorial apabila negara-negara tersebut tidak mampu mengamankan perairannya serta meningkatkan
kapasitas negara mereka untuk mengadili perompak melalui struktur pengadilan sendiri. Ketiga,
apabila tidak memungkinkan negara-negara mengadili kasus pembajakan tersebut, komunitas
internasional harus melakukan langkah-langkah perbaikan bahwa infrastruktur maritim yang sangat
besar dan jangkauan global menjadi sangat penting yang dapat dilakukan dengan mekanisme
kelembagaan antara African Union dengan European Union melalui “Joint Africa-EU Strategy” yang
berfokus pada keamanan maritim untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika Timur.

Kemudian, berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data mengenai penelitian “analisis
efisiensi kerja sama kelembagaan African Union dan European Union melalui “Joint Africa-EU
Strategy” untuk mengatasi pembajakan kapal di Perairan Afrika khususnya wilayah Horn of Africa
dan Gulf of Aden oleh Perompak Somalia, bahwa strategi kerja sama antara Uni Afrika dan Uni
Eropa melalui JAES dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas, ekonomi, pembangunan,
politik, dan keamanan di Horn of Africa dan Gulf of Aden serta pemerintahan Somalia. Aktivitas
pembajakan kapal dalam kurun waktu 2008-2023 memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan.
Strategi bersama yang dilakukan oleh kedua lembaga berupa dialog politik, operasi militer, dan
pendanaan telah mampu mengurangi risiko pembajakan kapal. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi sinergi yang signifikan antara negara-negara Uni Afrika dan Uni Eropa dalam
meningkatkan kapasitas keamanan maritim di Horn of Africa dan Gulf of Aden dengan melibatkan
patroli bersama, pelatihan keamanan, dan peningkatan teknologi pemantauan laut. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam kerangka Joint Africa-EU Strategy memiliki potensi
untuk memberikan solusi yang efisien dan berkelanjutan dalam menanggulangi pembajakan kapal di
Horn of Africa dan Gulf of Aden.
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